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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari tahapan-tahapan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SMA Negeri 6 Kupang, dapat di simpulkan bahwa: 

1. Perencanaan 

Perencanaan RKAS SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 disusun oleh Tim 

anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu 

tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari 

guru dan karyawan masing-masing bidang. Draft RKAS yang telah disetujui 

oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah disosialisasikan. Penyusunan 

RKAS dilaksanakan bersama dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) BOS SMA. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Dana BOS SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 diawali dengan 

penyaluran Dana BOS SMA. Dana BOS diterima secara bertahap yakni 

empat tahap. Pelaksanaan terkadang tidak sesuai dengan rencana awal yang 

telah dibuat oleh sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat RAB 

SMA perubahan. Pelaksanaan dilakukan oleh tim belanja barang, dan 

selanjutnya tim belanja barang harus menyerahkan bukti transaksi kepada 

Bendahara BOS untuk dilakukan pembukuan. 
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3. Pelaporan 

SMA Negeri 6 Kupang mempertanggungjawaban kepada pemerintah 

dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS SMA pada setiap akhir 

periode Dana BOS SMA. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana 

BOS SMA adalah, Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan untuk provinsi 

berupa email, laporan ringkas serta disertakan bukti laporan lengkap saat 

melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi. Sekolah juga 

melakukan publikasi berupa penjelasan pada sosialisasi saat rapat pleno 

dengan Komite sekolah dan wali kelas. 

4. Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 6 Kupang tahun 2018 

dilaksanakan oleh pihak intern dan ekstern. Pengawasan intern oleh Komite 

Sekolah mengenai ketepatan Pengelolaan Dana BOS SMA dan RAB BOS 

SMA. Pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Evaluasi intern dilakukan oleh Komite Sekolah. 

Evaluasi Ektern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT). 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian telah disimpulkan maka 

peneliti perlu memberikan saran kepada: 
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1) Pihak Sekolah 

 

  

1. Diharapkan agar Sekolah melalukakan publikasi penggunaan Dana 

BOS SMA dengaan pemasangan papan pengunguman yang ditanda 

tangani Kepala Sekolah. 

2. Adanya pembagian/pemisahan tugas antara Bendaha Dana BOS dan 

Bendahara Sekolah agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan 

tugas. 

 

2) Pihak Pemerintah 

Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) agar lebih memperhatikan ketepatan waktu 

penyaluran Dana BOS sehingga tidak terjadi penundaan pelaksanaan Rencana 

Kerja Sekolah (RKAS). 
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